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ABSTRAK

Pada tanggal 8 Juni 2018 Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020. Indonesia akan
memulai masa tugashya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan badan terkuat di Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang mempunyai legitimasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar
negara sedangkan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya hanya dapat memberikan
rekomendasi kepada para anggota. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana
peranan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa terkait program nuklir lIran, (2) Bagaimana peranan Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran. Metode
penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan penelitian
kepustakaan sebagai data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian ini adalah dalam setiap haluan politik luar negerinya Indonesia senantiasa
memasukkan isu nuklir Iran sebagai perhatian atau fokus dari arah politik luar negeri
Indonesia. Kehati-hatian Indonesia dalam menyelesaikan krisis nuklir Iran di Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengharuskan Indonesia untuk bersikap ganda
terkait resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Adanya sikap ganda dan kontradiksi Indonesia terhadap dua resolusi tersebut
tidak lain disebabkan oleh faktor domestik yaitu aspirasi masyarakat islam, kepentingan
ekonomi dan teknologi, serta menja ga stabilitas politik dalam negeri, serta faktor
lingkungan internasional. Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah
mengeluarkan 4 Resolusi, yaitu (1) Resolusi 1969, (2) Resolusi 1737, (3) Resolusi 1747,
dan (4) Resolusi 1803, (5) Resolusi 1929.
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